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ABSTRAK  :  -   Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 23 ayat (4) Peraturan 
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu 
menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021. 

- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU 
No. 12 Tahun 1950; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 
Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 55 Tahun 2005; 
PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 71 Tahun 2010; PP. 12 Tahun 
2017; PP No. 56 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 13 Tahun 2019; 
Perpres No. 87 Tahun 2014; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Permendagri No. 11 
Tahun 2017; Permendagri No. 70 Tahun 2019; Permendagri No. 64 Tahun 2020; 
Perda No. 7 Tahun 2020; Perda No. 3 Tahun 2021. 

- Dalam peraturan daerah ini berisi tentang: laporan realisasi anggaran, laporan 
perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, 
neraca, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan; daftar rekapitulasi 
piutang daerah, daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih, daftar 
rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir, daftar penyertaan modal 
(investasi) daerah, daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan 
asset tetap daerah, daftar rekapitulasi aset tetap, daftar rekapitulasi konstruksi 
dalam pekerjaan, daftar rekapitulasi aset lainnya, daftar dana cadangan daerah, 
daftar kewajiban jangka pendek, daftar kewajiban jangka panjang, daftar sub 
kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali 
dalam tahun anggaran berikutnya, ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik 
daerah/perusahaan daerah. 

 
CATATAN  :   -    Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 29 Agustus 2022. 

- Penjelasan : - HLM 
- Lampiran : - HLM 


